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ABSTRAK

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang memiliki kekhasan
tersendiri karena bersumber dari wahyu sekaligus berkembang
melalui interaksi dengan realitas sosial, budaya, dan sejarah manusia.
Sejak awal kemunculannya, hukum Islam tidak hadir dalam kondisi
yang terisolasi, tetapi tumbuh di tengah masyarakat Arab pra-Islam
yang ditandai oleh struktur sosial kesukuan, ketimpangan ekonomi,
serta praktik keagamaan yang bercampur dengan tradisi lokal.
Penelitian ini bertujuan menggambarkan latar sosiologis dan
antropologis yang melatarbelakangi lahirnya hukum Islam, serta
mengkajinya dari sudut epistemologi sebagai hasil pertemuan antara
wahyu, akal, dan dinamika sosial. Metode yang digunakan adalah
penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan, dengan analisis deskriptif-analitis terhadap berbagai
literatur klasik maupun kontemporer. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam terbentuk
melalui proses dialogis yang terus berkembang antara nilai-nilai ilahi dan kebutuhan manusia. Dalam
perspektif sosiologis, hukum Islam berfungsi menjaga ketertiban dan membangun solidaritas dalam
masyarakat Muslim. Sementara itu, perspektif antropologis menunjukkan bahwa adat atau ‘urf memiliki
peran penting dalam pembentukan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Dari sisi
epistemologi, hukum Islam dipahami sebagai sistem yang terbuka terhadap perkembangan zaman melalui
mekanisme ijtihad dan kaidah perubahan hukum sesuai konteks waktu dan tempat. Dengan demikian,
hukum Islam bukanlah seperangkat aturan yang kaku, melainkan kerangka etika sosial yang berakar pada
nilai ketuhanan sekaligus memperhatikan kebutuhan manusia, sehingga tetap relevan dalam menghadapi
tantangan masyarakat modern.

ABSTRACT

Islamic law is a legal system with its own unique characteristics, stemming from revelation and evolving
through interaction with social, cultural, and historical realities. Since its inception, Islamic law has not
existed in isolation, but rather developed within pre-Islamic Arab society, characterized by tribal social
structures, economic inequality, and religious practices intermingled with local traditions. This study aims
to describe the sociological and anthropological background to the birth of Islamic law and to examine it
from an epistemological perspective as the result of the intersection of revelation, reason, and social
dynamics. The method used is qualitative research based on literature, with descriptive-analytical analysis
of various classical and contemporary literature. The research findings indicate that Islamic law was
formed through a continuously evolving dialogical process between divine values and human needs.
From a sociological perspective, Islamic law serves to maintain order and build solidarity within Muslim
society. Meanwhile, an anthropological perspective indicates that custom or 'urf plays an important role
in the formation of law as long as it does not conflict with sharia principles. From an epistemological
perspective, Islamic law is understood as a system open to developments through the mechanism of
ijtihad and the principles of legal change according to the context of time and place. Thus, Islamic law is
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not a rigid set of rules, but rather a social ethical framework rooted in divine values while also addressing
human needs, thus remaining relevant in facing the challenges of modern society.

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang khas karena tidak hanya berpijak pada
wahyu, tetapi juga terbentuk melalui interaksi yang erat dengan realitas sosial, budaya,
dan sejarah manusia (Hamzani, 2020). Sejak kemunculannya, hukum Islam tidak berdiri
sendiri, melainkan berkembang dalam masyarakat Arab pra-Islam yang memiliki tradisi,
struktur sosial, dan nilai-nilai yang sudah mengakar. Pertemuan antara ajaran normatif
Al-Qur'an dan Sunnah dengan pengalaman hidup masyarakat inilah yang membuat
hukum Islam bersifat dinamis dan mampu menyesuaikan diri dengan berbagai konteks
(Mubarak & MUKMIN, 2025). Pendekatan sosiologis menjadi penting untuk melihat
bagaimana hukum Islam bekerja sebagai mekanisme pengaturan sosial, menjaga
ketertiban, dan memperkuat ikatan dalam komunitas Muslim. Dari masa Rasulullah
SAW hingga era klasik, hukum Islam senantiasa hadir sebagai solusi atas persoalan sosial
yang muncul, baik dalam urusan keluarga, ekonomi, maupun pemerintahan (Harahap
et al., 2024). Di sisi lain, pendekatan antropologis membantu menjelaskan hubungan
antara hukum Islam dan budaya masyarakat, termasuk bagaimana adat istiadat (‘urf)
sering kali dipertimbangkan dalam penerapan hukum selama tidak bertentangan
dengan prinsip-prinsip syariat. Hal tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam tidak
bersifat rigid, melainkan terbuka dan responsif terhadap realitas sosial dan budaya
masyarakat tempat ia hidup dan berkembang.

Dilihat dari sudut epistemologi, proses pembentukan hukum Islam dapat dipahami
sebagai upaya menemukan kebenaran dengan memadukan teks wahyu dan kondisi
sosial yang melingkupinya. Epistemologi hukum Islam mencakup metode penafsiran
(ijtihad), perangkat ushul figh, serta hubungan kreatif antara wahyu, akal manusia, dan
pengalaman sosial umat. Karena itu, hukum Islam tidak dapat dipandang sekadar
sebagai aturan transendental yang bersifat tetap, tetapi sebagai sistem pengetahuan
yang terus berkembang sejalan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.
Dalam bidang muamalah maupun politik, misalnya, perkembangan hukum Islam sangat
dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya, meskipun tetap berpegang pada
nilai-nilai ilahi sebagai fondasinya. Dalam kajian mengenai proses terbentuknya hukum
Islam, khususnya yang membahas hubungan timbal balik antara wahyu, akal, dan
realitas sosial, penelitian yang mengulas ketiga aspek ini secara mendalam masih
tergolong terbatas. Apalagi, studi yang mencoba menggabungkan pendekatan
sosiologis, antropologis, dan epistemologis sekaligus untuk menjelaskan dinamika
hukum Islam juga belum banyak dilakukan.

Penelitian yang memiliki relevansi dengan tema ini antara lain karya Farid Naya dan
Rosita Malawat berjudul “Dampak Konflik Terhadap Perekonomian Masyarakat di Negeri
Mamala dan Morella.” Penelitian tersebut menggambarkan bagaimana konflik
berkepanjangan yang terjadi antara masyarakat Mamala dan Morella membawa
dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi keduanya. Studi ini menunjukkan adanya
hubungan erat antara dinamika sosial dan perubahan struktur kehidupan masyarakat,
meskipun fokus utamanya bukan pada dimensi hukum Islam.Penelitian lain yang turut
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berkaitan adalah karya Asmawi berjudul “Epistemologi Hukum Islam Perspektif Historis
dan Sosiologis dalam Pengembangan Dalil.” Artikel tersebut membahas epistemologi
hukum Islam dalam konteks pengembangan dalil, namun pendekatannya masih belum
sepenuhnya mengintegrasikan secara menyeluruh aspek akal dan realitas sosial,
terutama dari sudut pandang sosiologi, antropologi, serta epistemologi secara
komprehensif. Karena itu, ruang kajian yang menjadi perhatian dalam artikel ini, yakni
interaksi antara konteks sosial-budaya dan konstruksi hukum Islam, belum banyak
disentuh dalam penelitian tersebut.

Kajian mengenai latar belakang sosiologis dan antropologis dalam proses
terbentuknya hukum Islam menjadi sangat penting untuk membangun pemahaman
yang lebih utuh dan tidak terjebak dalam pembacaan yang kaku atau semata tekstual.
Tanpa memahami lingkungan sosial dan budaya yang melingkupi lahirnya hukum,
seseorang dapat saja menafsirkan hukum Islam secara parsial dan terlepas dari konteks
historisnya. Melalui pendekatan epistemologis, kita dapat melihat bagaimana hukum
Islam berdiri di atas fondasi wahyu yang dipadukan dengan peran akal serta dinamika
realitas sosial yang saling berkelindan dan saling melengkapi.Berdasarkan uraian
tersebut, artikel ini diarahkan untuk menjelaskan latar belakang sosiologis yang
melandasi lahirnya hukum Islam, menelusuri dimensi antropologis yang mempengaruhi
proses kodifikasi dan penerapan hukum, serta mengkaji hukum Islam dari perspektif
epistemologis, khususnya terkait bagaimana interaksi antara teks normatif dan konteks
sosial menghasilkan formulasi hukum yang dinamis. Dengan pendekatan seperti ini,
penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran mengenai pentingnya
memahami hukum Islam tidak hanya dari sisi normatif-teologis, tetapi juga melalui
kacamata sosiologis, antropologis, dan epistemologis, sehingga pemahaman terhadap
hukum Islam menjadi lebih komprehensif, kontekstual, dan relevan bagi kebutuhan
masyarakat kontemporer.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
kepustakaan (library research), dengan menelusuri sumber-sumber klasik maupun
kontemporer yang membahas hukum Islam, sosiologi, antropologi, dan epistemologi
hukum. Pendekatan ini dipilih karena persoalan yang dikaji bersifat konseptual dan
memerlukan analisis historis-teoritik terhadap proses pembentukan hukum Islam.Untuk
membaca dinamika lahirnya hukum Islam, penelitian ini memanfaatkan tiga perspektif
analitis yang bekerja secara komplementer. Perspektif sosiologis membantu
menggambarkan bagaimana struktur masyarakat Arab pra-Islam serta perkembangan
sosial umat Islam awal memengaruhilahirnya norma-norma syariat. Melalui pendekatan
ini, hukum Islam dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat, bukan
sistem yang muncul dalam ruang kosong.

Perspektif antropologis digunakan untuk menelaah unsur budaya, tradisi, dan adat
(‘urf) yang berperan dalam proses pembentukan hukum. Pendekatan ini mengungkap
bahwa syariat tidak memutus hubungan dengan budaya, tetapi berdialog dengannya
melalui mekanisme koreksi, retensi, dan transformasi nilai. Sementara itu, perspektif
epistemologis diterapkan untuk memahami dasar-dasar pengetahuan hukum Islam,
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termasuk metode penalaran sepertiijtihad, giyas, dan maqasid al-syari‘ah. Perspektif ini
menegaskan bahwa hukum Islam merupakan hasil interaksi antara wahyu, akal, dan
realitas sosial, sehingga bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan
zaman.Seluruh data dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis. Tahap deskriptif
memaparkan pandangan teoritik dan data historis terkait faktor sosial-budaya dalam
pembentukan syariat. Pada tahap analitis, hubungan antara wahyu, nalar, dan konteks
sosial ditelaah secara kritis untuk menunjukkan bahwa hukum Islam adalah sistem yang
hidup (living law), yang lahir melalui dialektika antara nilai transendental dan kebutuhan
manusiawi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran komprehensif
mengenai karakter hukum Islam yang teosentris sekaligus humanistik

Pembahasan

Dinamika budaya dan kebiasaan masyarakat (‘urf) dalam konstruksi hukum islam

Dalam perspektif antropologis, konstruksi hukum Islam terbentuk melalui dialog yang
berkesinambungan dengan tradisi dan budaya Arab pra-Islam. Alih-alih meniadakan
seluruh kebiasaan yang hidup di masyarakat, Islam melakukan rekonstruksi nilai (islah al-
‘urf) terhadap adat yang selaras dengan prinsip tauhid, keadilan, dan kemaslahatan
(Muzakki, 2021). Berbagai praktik sosial seperti pernikahan, transaksi ekonomi, dan
perjanjian sosial tetap dipertahankan, namun diberi bingkai etis agar sesuai dengan
norma-norma syariat. Sementara itu, tradisi yang mengandung unsur kezaliman atau
bertentangan dengan nilai moral Islam dihapuskan. Kaidah “al-‘adah muhakkamah”
menjadi bukti bahwa kultur lokal memiliki posisi epistemologis dalam proses
pembentukan hukum Islam (NASUTION, 2024).

Melalui proses islah al-‘urf, adat diklasifikasikan menjadi dua bentuk. Pertama, ‘urf
sahih, yaitu kebiasaan yang sejalan dengan syariat misalnya praktik muamalah atau
pemberian mahar yang dapat diadopsi dengan batas-batas etis tertentu. Kedua, ‘urf
fasid, yakni kebiasaan yang bertentangan dengan prinsip syariat seperti riba,
ketidakadilan dalam waris, dan praktik kemusyrikan, yang kemudian ditolak (Permadi,
2022). Dalam kerangka usul al-figh, adat berfungsi sebagai orientasi kontekstual untuk
memahami teks Al-Qur’an dan Sunnah, terutama dalam ayat atau hadis yang bersifat
umum. Istilah ma‘ruf, misalnya, merujuk pada standar moral yang dikenal baik oleh
masyarakat selama tidak menyimpang dari syariat. Penerimaan terhadap adat inilah
yang menjadikan hukum Islam adaptif dan relevan lintas ruang dan waktu (Yasir, 2025).

Integrasi antara adat dan hukum Islam pada akhirnya diarahkan untuk merealisasikan
tujuan syariat (magqasid al-syari‘ah): menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta
(Suhaimi et al., 2023). Selama suatu tradisi mendukung nilai-nilai tersebut, ia dapat
dijadikan bagian dari konstruksi hukum Islam. Dengan demikian, dinamika budaya tidak
dipandang sebagai ancaman, tetapi sebagai unsur yang dibimbing oleh syariat sehingga
hukum Islam tetap universal, namun responsif terhadap karakter dan kebutuhan
Masyarakat (Roibin, 2008).

Dialektika wahyu, akal, dan realitas dalam pembentukan hukum islam

Secara epistemologis, pembentukan hukum Islam merupakan hasil interaksi
kompleks antara wahyu, akal, dan realitas sosial. Wahyu, sebagai sumber utama,
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menyediakan landasan moral dan normatif yang abadi (Roibin, 2013). Akal berperan
sebagai instrumen interpretatif yang memungkinkan pemahaman teks dalam konteks
yang berubah, sementara realitas sosial menjadi arena penerapan dan sumber dinamika
perubahan. Integrasi ketiga unsur ini menghasilkan sistem hukum yang kokoh secara
teologis namun adaptif secara sosial (Arifin, 2016). Wahyu, dalam bentuk Al-Qur'an dan
Sunnah, memberikan nilai-nilai normatif yang menjadi inti hukum Islam. Namun, tanpa
akal, wahyu tidak dapat diterapkan secara langsung dalam realitas yang beragam. Akal,
melalui proses ijtihad, memungkinkan reinterpretasi teks untuk menjawab tantangan
sosial. Realitas sosial, sebagai konteks empiris, memaksa hukum untuk beradaptasi,
seperti dalam prinsip "tagayyuir al-ahkam bi tagayyuir al-azman wa al-amkinah"
(perubahan hukum karena perubahan waktu dan tempat). Dengan demikian, hukum
Islam dipahami sebagai produk epistemologis yang dinamis, bukan statis (Herawati et
al,, 2024). Adapun realitas sosial berfungsi sebagai konstanta dinamis yang
memengaruhi pembentukan hukum Islam. Sebagai objek penerapan, realitas menjadi
laboratorium di mana hukum diuji dan diterapkan untuk menyelesaikan masalah konkret
manusia. Namun, realitas juga bertindak sebagai sumber perubahan, di mana
perkembangan teknologi, kebiasaan sosial, dan konteks budaya menuntut
reinterpretasi wahyu oleh akal (Samsudin, 2018).

Prinsip tagayyuir al-ahkam bi tagayyuir al-azmdn wa al-amkinah secara eksplisit
mengakui peran realitas ini, memungkinkan hukum berubah seiring waktu dan tempat.
Misalnya, isu-isu kontemporer seperti teknologi digital atau hak asasi manusia
memerlukan ijtihad baru untuk menyelaraskan wahyu dengan realitas kontemporer.
Dengan demikian, realitas tidak hanya mempengaruhi penerapan hukum, tetapi juga
mendorong inovasi epistemologis dalam konstruksi hukum Islam (Yahya, 2024).
Dialektika wahyu, akal, dan realitas memiliki konsekuensi epistemologis yang signifikan,
terutama dalam hal fleksibilitas dan historisitas hukum Islam. Konsep "double
movement" Fazlur Rahman menekankan gerak bolak-balik akal: pertama, dari teks ke
konteks historisnya untuk memahami makna asli wahyu; kedua, dari konteks wahyu ke
realitas sosial saat ini untuk merumuskan hukum yang relevan. Ini memastikan hukum
tetap otentik pada sumbernya sekaligus adaptif (Husna et al., 2024). Selain itu, dialektika
ini membedakan antara syariah (wahyu yang ideal dan permanen) dan figih
(pemahaman akal terhadap wahyu dalam konteks tertentu, yang temporal dan
berubah). Hukum Islam yang dipraktikkan adalah figih, sebagai produk dinamis yang
selalu berinteraksi dengan realitas sosial dan budaya (Agustar, 2022). Dengan demikian,
hukum Islam dipahami sebagai kerangka nilai berorientasi maqgasid, di mana akal
menghubungkan keabadian wahyu dengan keniscayaan perubahan realitas.

Urgensi Rekonstruksi Hukum Islam di Era Kontemporer

Perkembangan masyarakat kontemporer membawa berbagai fenomena baru yang
sama sekali tidak dikenal pada masa ulama klasik. Perubahan ini meliputi kemajuan
teknologi, transformasi pola interaksi sosial, serta munculnya problem-problem
kontemporer seperti reproduksi berbantu teknologi, kecerdasan buatan, transaksi
digital, hingga perubahan struktur keluarga. Karena persoalan-persoalan tersebut tidak
pernah dibahas secara langsung dalam literatur fikih tradisional, maka diperlukan upaya
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rekonstruksi hukum Islam agar mampu memberikan jawaban yang relevan dan solutif
terhadap realitas baru tersebut (Musarrofa & Rohman, 2022). Tanpa adanya
rekonstruksi, hukum Islam berpotensi dipahami secara kaku sehingga tidak mampu
menjangkau kompleksitas zaman kontemporer. Pada titik ini, rekonstruksi menjadi
bagian dari dinamika ijtihad yang sebenarnya telah diisyaratkan sejak awal dalam tradisi
hukum Islam, yakni bahwa hukum bersifat shalih li kulli zaman wa makan tetapi
membutuhkan perangkat metodologis yang terus disesuaikan dengan perkembangan
zaman (Istiqgomah, 2025).

Selain itu, sejumlah ketentuan fikih klasik menunjukkan ada perubahan dengan pola
hidup masyarakat saat ini khususnya dalam segi muamalah (Arfan, 2021). Hal ini bukan
berarti hukum Islam tidak lagi memadai, tetapi konteks sosial yang berubah cepat
menuntut adanya pembacaan ulang terhadap prinsip-prinsip hukum agar tetap sejalan
dengan tuntutan kehidupan kontemporer (Mustofa, 2019). Misalnya, perubahan peran
gender dalam ruang publik, sistem ekonomi berbasis digital, serta pola relasi yang
semakin egaliter menuntut pendekatan hukum yang lebih akomodatif dan inklusif.
Begitu juga dengan model pendidikan kontemporer yang mendorong kebebasan
akademik dan rasionalitas, turut mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami
otoritas, tradisi, dan makna moral dari hukum itu sendiri. Karena itu, rekonstruksi
menjadi mekanisme penting untuk menyesuaikan pemahaman fikih dengan kebutuhan
masyarakat kontemporer tanpa melepaskan akar keilmuannya, sekaligus memastikan
bahwa hukum Islam tetap berfungsi sebagai pedoman etis yang responsif terhadap
realitas (Latipun & Zuriah, 2025).

Yang lebih fundamental, rekonstruksi hukum Islam juga didorong oleh tuntutan
magasid al-shari‘ah, yaitu memastikan bahwa hukum tetap berorientasi pada
kemaslahatan manusia (Maharani, 2022). Dalam konteks kontemporer, bentuk-bentuk
kemaslahatan mengalami perluasan seiring dengan munculnya isu-isu baru seperti
perlindungan data pribadi, keamanan siber, keberlanjutan lingkungan, integritas
informasi dalam era disrupsi digital, hingga keselamatan dalam penggunaan teknologi
kesehatan dan rekayasa genetika (Indarta, 2025). Maqgasid al-shari‘ah memberikan
kerangka moral-normatif yang memungkinkan hukum Islam mengakomodasi
perkembangan ini melalui perlindungan lima nilai dasar (al-kulliyyat al-khams) dengan
cakupan yang lebih luas (Suhaimi et al., 2023). Hifz al-nafs tidak lagi sebatas melindungi
jiwa secara fisik, tetapi juga keamanan digital dan mental; hifz al-‘agl mencakup
perlindungan dari disinformasi; hifz al-nasl mencakup etika reproduksi kontemporer; hifz
al-mal mencakup keamanan transaksi digital; dan hifz al-din dihadapkan pada tantangan
pluralitas serta narasi ekstremisme di ruang virtual.

Dengan demikian, rekonstruksi hukum Islam bukan hanya perubahan formal, tetapi
proses menjaga relevansi syariat sebagai sistem nilai yang hidup dan adaptif.
Rekonstruksi memastikan bahwa spirit keadilan, kemanusiaan, dan kemaslahatan yang
menjadi inti ajaran Islam tetap hadir dalam menghadapi problem-problem baru umat
manusia (lhsan, 2025). la menjadi jembatan antara teks dan konteks, antara tradisi dan
kontemporeritas, serta antara nilai-nilai dasar syariat dengan realitas kontemporer yang
terus berkembang. Melalui pendekatan maqasid yang holistik, hukum Islam dapat
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tampil sebagai sistem hukum yang progresif, humanistik, dan kompatibel dengan
tantangan zaman, tanpa kehilangan identitas normatifnya.

Kesimpulan

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang lahir dari proses historis yang tidak
terlepas dari interaksi antara wahyu, akal, dan realitas sosial. Sejak masa awal
kemunculannya, hukum Islam berkembang di tengah masyarakat Arab pra-Islam yang
memiliki tradisi, struktur sosial, dan pola budaya tertentu. Islam tidak hadir untuk
meniadakan seluruh tatanan lama, tetapi melakukan transformasi melalui koreksi
terhadap praktik-praktik yang tidak manusiawi, mempertahankan nilai-nilai yang selaras
dengan tauhid, serta memperkenalkan inovasi normatif yang mampu menata kehidupan
sosial secara lebih adil. Proses ini menunjukkan bahwa hukum Islam merupakan hasil
dialektika kreatif antara nilai transendental dan kebutuhan manusia.Kajian antropologis
dan sosiologis memperjelas bahwa dinamika budaya dan adat istiadat (‘urf) memiliki
kontribusi penting dalam pembentukan hukum Islam. Adat yang sesuai dengan prinsip
syariat dipertahankan dan diberi muatan etis baru, sementara adat yang bertentangan
dengan nilai keadilan dan kemanusiaan dihapuskan.

Pendekatan ini menjadikan hukum Islam bersifat adaptif terhadap kondisi sosial-
budaya masyarakat tanpa kehilangan landasan normatifnya. Kaidah ‘al-‘adah
muhakkamah” dan konsep maqasid al-syari‘ah menjadi fondasi epistemologis yang
memungkinkan hukum Islam tetap relevan lintas ruang dan waktu.Secara
epistemologis, hukum Islam terbentuk melalui interaksi yang sinergis antara wahyu
sebagai sumber normatif, akal sebagai instrumen interpretatif, dan realitas sosial
sebagai ruang penerapan. ljtihad, giyas, serta berbagai metode penalaran menjadi
sarana untuk menghubungkan teks dengan konteks. Realitas sosial yang selalu berubah
menuntut adanya aktualisasi hukum, sebagaimana tercermin dalam prinsip tagayyuir al-
ahkam bi tagayyuir al-azman wa al-amkinah. Dengan demikian, figh dipahami sebagai
produk pemikiran yang temporal dan dinamis, berbeda dari syariat yang bersifat ideal
dan permanen.Pada era kontemporer, perubahan sosial yang cepat, kemajuan
teknologi, serta munculnya problem-problem baru yang tidak dikenal pada masa klasik
menegaskan urgensi rekonstruksi hukum Islam.

Rekonstruksi diperlukan bukan untuk mengganti syariat, tetapi untuk menyesuaikan
cara memahami dan menerapkan hukum agar tetap relevan terhadap realitas modern.
Pendekatan magasid al-syari‘ah memberikan landasan moral untuk memperluas makna
perlindungan jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama dalam konteks isu-isu seperti
keamanan digital, etika teknologi, transaksi elektronik, lingkungan hidup, hingga
rekayasa genetika. Dengan orientasi magasid yang kuat, hukum Islam dapat menjaga
identitas normatifnya sekaligus tampil sebagai sistem hukum yang progresif,
humanistik, dan kompatibel dengan dinamika zaman.Secara keseluruhan, penelitian ini
menegaskan bahwa hukum Islam bukanlah sistem yang statis, melainkan living law yang
tumbuh dari interaksi kontinu antara wahyu, akal, dan realitas sosial. Dengan memahami
latar sosiologis, antropologis, dan epistemologis dari proses pembentukannya, hukum
Islam dapat dibaca secara lebih komprehensif dan kontekstual. Pemahaman semacam
ini penting agar hukum Islam mampu memberikan jawaban yang relevan, berkeadilan,
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dan berorientasi kemaslahatan bagi masyarakat kontemporer, tanpa kehilangan nilai-
nilai transendennya.
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